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ABSTRAK

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki sekaligus dua bentuk
geografis dari suatu ciri negara, yaitu negara kepulauan dan negara daratan. Maka
ditempatkanlah Negara Indonesia yang berada pada dua benua, yakni benua asia dan
benua australia, serta dua Samudera, yakni Samudera Atlantik dan Samudera Hindia
yang sangat luas. Adanya posisi Indonesia yang berada diantara dua samudera
tersebut, maka secara otomatis Indonesia memiliki pula laut yang dalam dan laut
yang berada diantara pulau yang lazim disebut “selat”. Indonesia juga berada pada

tuk mengetahui
kapal dengan
e Pendekatan

gaidn sengketa apabila terjadi
af. Metode pendekatan yang
i \}
i KepUSSR AT ot

¥ bent

en UK §rjam
l
sejak dahulun upun secara turun ﬁng ini.

n samp
bagi hasil pend@ngkapan ikan yang sudah dise berapa pl atau anggota
glaut. Proses penyelesaia apa bila terjagh @

sebelum turun kan dilakukan
dengan cara mugyarah antara kedua pihak sesuai denga um adat yang

berlaku,

Kata Kunci: Perjanj it Baos gkapan



JURIDICAL REVIEW OF APPLYING THE MABAGE HASELLE
MATTIKONG BALE (PROFIT SHARING OF FISH CATCHING) IN GROUP
OF LABUHAN TERATA,

LAB KURIS VILLAGE, LAPE SUB-DISTRICT, SUMBAWA REGION

ABSTRACT

Indonesia is a country that has two geographical forms of a country characteristic,
namely the archipelagic state and the mal and state. This country is Iocated between

the Indonesia
automatically has deep s commonly called the
straits". Indonesi g sea or water areas
in Indonesia ha is fish, which

entation

? d out the implg

Rurposes of this research&gdﬂ'@%
C nt for the profit sh&@gf hige

o Lape Sub-district,
Sumbawa Regency d@ - | since before or are
hereditary until now. ged by the two parties
before going down to sea, the dispute resolutlon process that occurs is done by way of
consultation between the two parties in accordance with applicable customary law.

Keywords; agreement, profit sharing, catching
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BAB I
PENDAHULUAN
F. Latar Belakang
Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki sekaligus dua
bentuk geografis dari suatu ciri negara, yaitu negara kepulauan dan negara

daratan. Maka ditempatkanlah Negdha Indonesia yang berada pada dua benua,

salah satu diantaranya aW'
Aka jenisnya.’ l

Disa

serta bers

negara yang m

atas 17.508 pulau dengan garis pantai panjang 81.000 km dan luas sekitar 3.1

'H. Supriadi. Alimuddin.Hukum Perikanan Di Indonesi. Jakarta. Sinar Grafika. 2011. Hal 1
2L
Ibid, HIm 1



juta km? (0,3 juta km? perairan tutorial dan 2,8 juta km? perairan
nusantara) atau 62% dari luas teritorialnya.’

Manusia adalah makhluk sosial yaitu makhluk yang berkordrat hidup
dalammasyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia
memerlukan adanya manusia-manusia yang lain yang bersama-sama hidup

dalam masyarakat. Manusia harug#Dgrkerja keras untuk memenuhi kebutuhan

akan sandang, pangg papan yang an perna berkurang bahkan

makin hari g

lalu berhubuntah satu sama lain

encukupi kebutuha% t“!ﬂ:’h dibeBAra Yyaitu

afiusia hidup bermasyarakat

I JK,,.) )
&s SOSi gflihat bahwa

akan kerja sama merupa , gkatkan taraf

perekonOgnign dalam  kehidu gkali seseorang

Pada kenyataan sey

mempunyai I I § Kemampuan dalam

sinilah seseorang menjalin hubungan kerja sama dengan orang lain agar bisa

memenuhi kebutuhan hidupnya.

® Rokhimin Dahurik. Dkk.Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisiran Dan Lautan Secara
Terpaduh. Jakarta, Prand Paramita. Cetakan Pertama. 1996.HIm 1



Bagi hasil tangkapan ikan nelayan di Dusun Labuhan Terata ini
melibatkan punnah bagang dan anak buah (sawi).Punnah bagang disini
merupakan pemilik kapal sekaligus pemilik modal.Sedangkan anak buah

(sawi) merupakan tenaga kerja yang membantu punnah bagang dalam melaut.

Nelayan di Dusun Labuhan Terata masih menggunakan alat tradisional

I JK. i3 ;
ang dangkal hargan ﬂq )

dalam yang harganya maha . ah salah satu

memanfaatkan “sumbereaya al déngapstiat penangkapan yang masih
sederhana.Sistem secara teoritis, sistem perjanjian bagi hasil itu untuk
kesejahtraan.Namun yang terjadi di Dusun Labuan Terata sangat berbeda,
karena nelayan dalam sistem pembagiannya hanya menguntungkan salah satu

pihak saja. Dalam menyeleseankan suatu sengketa antara sawi dan pemilik

* H. Supriadi, Alimuddin, Op.Cit. HIm 4



bangan dalam suatu kelompok nelayan pasti akan akan timbul suatu konflik
atau masalah yang terjadi akan tetapi belum terlalu jelas cara penyelesainya
menurut hukum adat yang digunakan di Dusun Labuhan Terata.

Dari penjelasan diatas dapat Mengambil Judul Penelitian Tinjauan

Yuridis Penerapan Mabage Haselle Mattikong Bale (Bagi Hasil

Penangkapan lkan) Secara Kel@fgpok Di Dusun Labuhan Terata Desa

antara pemilik kapal dengan anak buah kapal Di Dusun Labuhan Terata
Desa Labuhan Kuris Kacamatan LapeKabupaten Sumbawa.
2. Untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa

antara pemilik kapal dengan anak buah kapal.



Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang diharapkan dari menelitian ini ada sebagai
berikut:
1. Manfaat Akademis
Hasil penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk

menyelesaikan studi ilmu hulglig tingkat srata satu pada Fakultas Hukum

n mahasiswa
2.
asi serta
mu hukum
bagi hasil
- i /Ww k di dnf TerataDesa
an Kuris Kacamatan LapeW!mbawa
3. Qi Praktis

penelitian ini,  diharapkan bergliga untuk penelitian
an bagdimana perjanjian bagi

hasil penangkapan ikan secara kelompok dalam lingkungan masyarakat.



J. Teori Penelitian Yang Relevan
No | Nama Judul Rumusan Hasil Penelitian
Penelitian Masalah
1 | Resvi Yolanda | Bagi Hasil | 1. Bagaimana Nelayan
Nim. Penangkapan sistem bagi | merupakan sumber
09360002 Ikan Di Desa hasil mata pencarian
Tiku Kec. penangkan utama masyarakat
Tanjung nelayan yang | Desa Tiku dengan
Mutiara  Kap diatur oleh | menerapkan
Agam Sumat€y Niniak mamak. | system bagi hasil
17 i : sesuai dengan
perjanjian yang
dlakukan

Adat Dan
Hukum Islam
bagi

arak, syarak
basandi
kitabullah”.

ghelumnya, yaitu
Al yang didapat

asil  yang
bagi dua.
untuk

bersama,
gllangkan dalam
ukum islam atau
mudharabah
perjanjian bagi
hasil dilakukan
berdasarkan
dengan
kesepakatan
bersama,  namun
berbeda  dengan
hukum adat untuk
masalah  kerugian
yang dialami
ditanggung  oleh




pihak yang
berkerja sama oleh

pemilik modal.
Danu wiki | Analisa 1. Bagaimana Bentuk perjanjian
widiantoro Perjanjian Bagi praktek  bagi | hasil perikanan
Nim Hasil Perikanan hasil perikanan | adalah lisan,
C100.140.040 | Antara Pemilik yang  terjadi | namun telah
Kapal Dengan antara pemilik | memenuhi  syarat
Anak Buah kapal dengan | sah perjanjian
Kapal anak buah | yakti, adanya

Desa | kesepakatan,

kecakapan, suatu
hal tertentu, dan
sebab yang halal.

Kabupa

mula
dang Hasil | terjadi
Kabupaten an. A i bagi
bafang) %an perikanan,
ang getika anak
%ﬁ ari kapal
gi dkan diri
SRS pemilik
S agaiffiana _ maupun
W\ olusm~ kapal
gneeri anak buah
,’ menjelaskan
ap: milik
gepemilik  kapal.

perbandingan bagi

hasil yang
dilakukan  sudah
sesuai dengan

Pasal 3 Ayat (1)
huruf a Undang-
Undang Nomor
16Tahun 1964
Tentang Bagi Hasil
Perikanan,  yakni
61:40, 60% untuk
pemilik kapal dan
40% untuk anak




buah kapal. Dalam
pembagian  hasill
anatara anak buah
kapal, juga telah
sesuai dengan
Pasal 3 Ayat (2)
Undang-Undang
Nomor 16 Tahun
1964 Tentang Bagi
Hasil  Perikanan,
yakni 3:1, 3 bagian
untuk kapten kapal
atau nahkonda dan
satu bagian untuk
kapal.
hasil
telah
rasa
dan

sesuai
amanat
ndang
16 Tahun
Tentang Bagi
Perikanan.
umumnya
pemilik kapal
3 anak  buah
kapal memiliki hak
yang sama Yyakni

mendapat
hasil
tangkapan
hak
kapal

bagian
dari
ikan,

anak buah

ditambah

diperbolehkan
untuk mencari ikan

untuk
sendiri

dirinya
selama

melaut. Kewajiban




keduanya adalah
hal yang berbeda,
anak buah kapal
wajib
menjalakankan
kapal dan mencari
ikan, sementara
pemilik kapal
diwajibkan  untuk
memenuhi  segala
pembekalan yang
dibutuhakan
selama melaut.
\ Sesuai dengan
— W Pasal 4 Ayat (1)
\Uidang-Undang

perikanan
dalam

abah, yakni
ik kapal
u sahibul mal
berikan modal
, kapal
#! berserta
perbekalan,
sedangkan  anak
buah kapal berlaku
sebagai  mudarib
menyediahkan
tenaga untuk
menjalankan
tugasnya untuk
mencari ikan.
Permasalahan yang
timbul dalam
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perjanjian bagi
hasil perikanan di
Desa Pabean,
Kecamatan Batang,
Kabupaten Batang
adalah korupsi
pembeli solar yang
tidak sesuai dengan
diperintahkan,

menjual hasil
tangkapan ikan
ditengah laut

selamamasa melaut

kapal
¢ dinikmati
&, oleh anak
> kapal,
yang
adalah

jatah
buah kapal.
elesaian
/Ly yang
4 timbul dalam
perjanjian bagi
hasil perikanan di
Desa Pabean
Kecamatan Batang
Kabupaten Batang
dilakukan dengan
cara musyarah.
Penyelesaian
dengan cara
musyarah  sudaha
sesuai dengan
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pasal 19 Undang-
Undang Nomor 16
Tahun 1964
tentang bagi hasil
perikanan. Berbeda
jika menurut Pasal

19 dilakukan
dengan pihak
panitian

landreform, maka
musyawarah yang
dilakukan

masyarakat

nelayan Desa
Pabean hanya antar
8milik kapal dan

Tinjauan \\\\d‘"
i

Yuridi \
Pener& i

Hanji i i Dusun

Terata
Labuhan
Kecamatan
Kabukapaten

Kelompok D|
Dusun Labuhan ik kapal | diggitaranya vyaitu:

Terata m dengan = ana
Labuhan ris 9

Kacamatan buah kapal
e Kebupates

penerapan bagi
hasil yang didasari
pada perjanjian
Labuhan berbentuk tidak
tertulis.  Dimana

Terata
prodesur  ataupun

Kabupaten proses antara lain,
yang pertama, Pra

Sumbawa. kontraktual,

2. Bagaimana adapun proses

ataupun

proses

prosedurnya
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penyelesaian

sengketa

apabila terjadi

sengketa antara

pemilik  kapal

dengan

buah kapal

anak

dengan  mencari
beberapa anggota

untuk diajak
berkerja sama
dalam

penangkapan ikan
sebelum

melakukan proses
pencarian ditengah

laut. Kedua,
Kontraktual,
dimana dalam

proses ini ketika
semua anggota
udah ada, dan
membuat

sampai
J ini. Dan
bagi
akan
kan setelah
apai  waktu
telah
Sepakati oleh
para pihak. Setelah
terbentuk kata
sepakat, maka
proses
penangkapan ikan
dilakukan  sesuai
dengan  prosedur
penangkapan Dan
yang ketiga Pasca
kontraktual, Proses
ini dimana
perjanjian bagi
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hasil yang
dilakukan  sesuai
dengan kesepakan
beberapa hari yang
telah  ditentukan

dalam bentuk
perjanjian  secara
lisan, semua
anggota kapal
berkumpul di
rumah pemilik
kapal untuk
membagi hasil

tangkapan,

; Kuris
i’ Kecamatan  Lape
Kabupaten
Sumbawa
Penyelesaian masih
menggunakan cara
adat setempat atau
dengan cara
kekeluargaan
bahwa  sengketa
yang timbul dalam
perjanjian bagi
hasil perikanan,
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dapat diselesaikan
diantara para pihak
dengan
musyawarah.
Adapun Sistem
musyawarah yang
terdiri dari:
Mediasi,
merupakan
penyelesaian
sengketa jalur non
litigasi melalui
proses perundingan
para pihak dengan
wmdi  bantu  oleh
\ediator  sebagai

cara

untuk

i perkara yang telah
disepakati
bersama.




BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA

D. Tinjauan Umum Perjanjian
4. Pengertian Perjanjian
Istilah perjanjian berasal dari terjemahan

“overeenkomst”’(Belanda) yang diterjemahkan dengan mengunakan

istilah  “Perjanjian’ juan”. Menurut R. Subekti

glem  suatu
dng-undang
all, sehingga
sah.Dengan
erupakan alat
perjanjian.

seseorang berjanji
kepada orang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk
melaksanakan sesuatu. Perjanjian terdiri dari 2 macam, yaitu perjanjian

bentuk tertulis dan lisan, perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat

oleh para pihak dalam bentuk tulisan, sedangkan perjanjian lisan, adalah

> R. Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta, Intermasa, 1994, Him 1
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suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk lisan (cukup
kecakapan para pihak).®

Ada dua bentuk tertulis, yaitu yang dibuat dalam bentuk akta
dibawah tangan dan akta otentik.

Akta dibawah tangan yaitu akta yang dibuat oleh para pihak, akta

a) Akta dibawg
itu diatas ghate

erup an alav empurnaj@gigi para pihak

falam dua bentuk
yaitu perjanfian™y ilakuka : dan perjanjian yang
dilakuan cukup secara lisan.Hanya saja bila perjanjian dibuat dengan
aparat dengan mudah dipakai sebagai alat bukti bila sampai terjadi
persengketaan. Bila secara lisan sampai terjadi perselisiahan maka

sebagai alat bukti akan lebih sulit disamping harus dapat menunjukan

®Salim Hs.Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta. Sinar Grafika. 2003. Hal 9

’Ibid, HIm 10
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saksi-saksi, juga itikad baik pihak-pihak diharapkan dalam perjanjian itu.
Perjanjian merupakan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah
perbuatan-perbuatan dimana untuk terjadinya atau lenyapnya hukum atau
hubungan hukum sebagai akibat yang dikehendaki oleh perbuatan orang

lain. Yang penting dalam persesuaian kehendak itu adalah bahwa

kehendak dari kedua belah pig@hkgbertujuan untuk terjadinya hukum sesuai

arig berlaku di Indones’&jﬁ*iu%arhl
P

ula jika dilihat dari m¥ IS t,

/’, '7 ;,_‘;," t
lain, perjanjian tlﬂ(’m tlda1

susilaan. Dapat disimpulkan b

membuat perjanjian dalam bentuk apa saja.

® Purwahid Patrik, Dasar-Sasar Hukum Perikatan, Mandar Maju, Bandung, 1994, HIm 47
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Beberapa Unsur, Asas, dan Syarat Sah Perjanjian
a. Pada Unsur- unsur perjanjian
Pada umumnya Suatu perjanjian itu harus memenuhi 3 (tiga)
macam unsur:®

1) Essentialia merupakan unsure yang sangat penting dalam

) Accidentalia merupakan

kedua belah p'hﬁ\d‘h’

o "VJ
Asas-asas perjanh\\‘ S—

perjanjian jika%kehendaki oleh

ng arti bahwa
a saja, baik yang

dan tidak saling bertentangan dengan kesusilaan. Dimana para
pihak sepakat untuk mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian.
2) Asas Konsensualisme, vyaitu asas kebebasan mengadakan
perjanjian. Dalam asas konsensualisme ini dapat dalam Pasal
1338 Ayat (1) KUHPerdata disebut bahwa semua persetujuan
yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi
mereka yang membuatnya.

*Komariah, Hukum Perdata, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2017. Hml 143
®Mariam Darus Badrulzana, Asas-Asas Perjanjian, Bandung, Sumur, 1960, HIm 42
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Namun terhadap asas kebebasan berkontrak dibatasi oleh
Pasal 1337 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “ suatu sebab
yang terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau
bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban
umum’.

3) Asas Kepercayaan merupakan asas bahwa seseorang
mengadakan perjanjian dengan pihak lain harus mampu
menumbuhkan rasa kepercayaan diantara kedua belah pihak,
maka akan terpenuhi prestasi dikemudian hari.

4) Asas Kekuatan mengikat, dimana para pihak tidak hanya semata-

5) pfise T peffapjian ini terjadi sejak saat

dan mempunyai akibat.

gyarat-syarat sah perjanjia «'
Dalam Rg:&}ég&{%ﬁP m' ntuk sahnya
N S )
dibagi menjadi epapatsygiat-di , :
/‘ o ~ '.
1. Sepakat mer: o 1eng i
&
. Kecakapan untuk me
Suatu hal tertentu

Syatu sebab yang%
pihak-pihak yang

dignaksudkan.~Halwe
aka, setuju atau sepakat

mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu.
A yang dikehendaki oleh para pihak yang satu juga dikehendaki
oleh pihak lain.

b) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Terdapat dalam pasal 1330 KUHPerdata menyebutkan

orang-orang yang tidak cakap untuk melakukan atau membuat
suatu perjanjian diantaranya, yaitu:

1) Orang-orang yang belum dewasa,

perjanjian

1 Komariah, Op.Cit. Hlm 146-148
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2) Mereka yang ditaruh dibawah kemampuan.

3) Orang perempuan yang telah kawin (dengan adanya UU
No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ketentuan ini tidak
berlaku lagi).

c) Suatu hal tertentu
Suatu hal tertentu artinya barang yang menjadi obyek
perjanjian paling sedikit harus dapat ditentukan jenisnya,
sedangkan jumlahnya tidak menjadi soal asalkan dapat
ditentukan kemudian.
d) Suatu sebab atau causa yang halal
Sebab atau :
adalah ISI er

- orang membuat perjanjian
beIi barang-barang hasil

fang tidak halal.
Syarat sahnya perja Jl”r'lsebutkan dalawy Pasal 1320

QUHPerdata. Nomorlﬁ&‘f a yang mengikat dirinya,

ddn syarat Nomor 2.yal “ :,.==';::.-n bﬁuatu perja

arat subyektif, -“ m kan syargt fyang harus
dipgnuhi oleh subyek atad par ?)iha da janjian. Seflangkan syarat
Nomoy 3 yaitu syarat hal terten‘ﬂNomor 4

ayang halal dis$yarat obyektif, kar

ajfu syarat sebab

frat tersebut harus

Akibat hukum apabila perjanjian tidak memenuhi syarat
subyektif, misalnya kesepakatan para pihak tidak sempurna atau para

pihak/ salah satu pihak tidak cakap bertindak dalam hukum (karena belum
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dewasa atau ditaruh dibawah pengampuan), adalah perjanjian dapat
dibatalkan (vernietigbaar).Artinya:*?

1) Perjanjian tersebut batal apabila ada yang memohonkan
pembatalan kepengadilan. dan apabila para pihak tidak ada yang
memohonkan pembatalan, maka suatu perjanjian tetap sah.

2) Batalnya perjanjian a@aRila sejak ada putusan pengadilan yang
sudah in .- m tetap).

k i j aRlYa, perjanjian hingga

rjanjian tida

k ditentukall jenis dan

1njian tersebfit sudah batal

sejak saat diaw perjanjian. Dengan g

dang tidak mengakui -telah terjadi fp€fjanjian antara para

2. Akibat hukum yang telah terbit dari Undang-Undang yang

Tanpa dimohon pemba

ikian Undang-

Batal Demi Hukum tidak diakui oleh Undang-Undang.

2 hid. HIm 148
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6. Berakhirnya Perjanjian Atau Kontrak
Berakhirnya suatu kontrak merupakan selesai atau hapusnya
suatu kontrak atau perikatan yang dibuat antara para pihak yaitu kreditur
dan debitur tentang suatu hal, ada dua macam penyebab berakhirnya
kontrak yaitu berakhirnya perikanan karena perjanjian dan berakhirnya

perjanjian karena undang-undgilg. Berakhirnya perikatan karna perjanjian

antara lain yaitug

Pembayaran dalam empit_adalahpelunasan utang

debitur kepada kredi d"a mertl ini n dalam
s\. “‘f .

bentuk uang atam 5 2t & a dalam arti
ga dalam

saling memperhitungkan uang yang sudah dapat ditagih antara

kreditur dan debitur.

c. Batal atau pembatalan

B31bid. HIm 168
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Kebatalan atau batal demi hukum suatu kontrak terjadi jika
perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat objektif dan syarat yang
sahnya kontraknya yaitu suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Jika
kontrak itu objeknya tidak jelas asalnya dan bertentangan dengan
undang-undang ketertiban umum atau kesusilaan, maka kontrak

tersebut batal demi hukug

tersebut.

Daluarsa

Daluarsa atau lewa

apusnya kontrak antvara pihak, hal ini diaty#gdéllam BW, Pasal

196/4yang berbunyi’Segala “tuntutan huk

aup |lvt:,lm 0

dengan lewat waktu tiga puluh tahun”.

¥ baik yang bersifat

kebendaan apus karena daluarsa
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E. Tinjauan Perjanjian Bagi Hasil Menurut Hukum Adat
Menurut Soerjono Soekanto menegaskan terkaid posisi hukum adat
dan hukum kebiasaan tidak memiliki perbedaan.Alasannya adalah hukum adat

pada hakikatnya merupakan hukum kebiasaan, artinya kebiasaan-kebiasaan

yang mempunyai akibat hukum. Berbeda dengan kebiasaan belaka, kebiasaan

Dasar berlakunya

idup, tumbuh, danﬂ@Mng di done5|a

ﬁ’dengan nilg

sangl kebatinan dari

ilai pancasila

hidup. dan hukum yang mencerminkan pikiran dan cita-cita hukum di

indonesia.

4" Soejono Soekanto.Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di
Indonesia.Jakarta, Universitas Jakarta, 1976. HIm 1
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Hukum adat indonesia yang normatif pada dasarnya menunjukan
corak, dan Sebab identitas hukum adat didapati dari corak yang melekat pada
kebiasaan setempat. Adapun beberapa corak dalam hukum adat yakni:*®

1. Tradisional
Hukum adat pada umumnya bercorak tradisional, artinya

bersifat turun menurun, dari zaman nenek moyang sampai ke anak
cucu sekarang keadaannya masih tetap berlaku dan dipertahankannya
oleh masyarakat yang beggaggkutan.

inye™ e 3
epercayaan kepada yang ghaib dan ate

ajéran ketuhanan yang maha f
ebersamaan '
Vc
kan
?Q%e

Hukum adat \/
yang artinya lebih X

em
kepentingan priba @9 //

Wy e

Konkret dan vi

Corak hukurg: : onkr ng -rtinya jjélas, nyata,
berwujud, dan \a@% apgrlihat, tangpak, terbuka,
idak tersembunyi. //"[m“\ *
erbuka dan sederhana

Corak hukum adat itu ng artinya jJd@8pat menerima

asuknya unsur-unsur i g dari luar Jagal saja tidak

ukum itu sendiri.
esuaikan

entangan dengan ji

, menurut keadaan,

Hukum adat kebanyakan tidak tertulis, walaupun ada juga yang
dicatat aksara daerah, bahkan ada yang dibukukan dengan cara yang
tidak sistematis, namun hanya sekedar sebagai pedoman bukan
mutlak harus dilaksanakan, kecuali bersifat perintah tuhan.

8. Musyawarah dan mufakat

Hukum adat mengutamakan adanya musyawarah dan mufakat,
di dalam keluarga, di dalam hubungan kekerabatan, dan
ketentanggaan, baik untuk memulai suatu pekerjaan, apalagi yang

!> Dr. Djamanat Samosir, Hukum Adat Indonesia, Bandung, Nuansa Aulia, 2013, HIm 2
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bersifat peradilan dalam menyelesaikan perselisihan selalu
diutamakan cara penyelesaian secara rukun dan damai dengan
musyawarah mufakat, dengan saling memaafkan, tidaklah tergopoh-
gopoh begitu saja langsung menyampaikan ke Pengadilan Negara.
Hukum adat dalam masyarakat memiliki corak dan sifatnya
tersendiri, yakni hukum dari masyarakat masing-masing berbeda-beda.
Hukum adat senantiasa tumbuh dari kebutuhan hidup yang nyata, cara hidup
dan pendangan h|du /\ -
tempat adat u. Adapun empat sifat at Indonesia, yang
hendakn gandang juga sebagai suatu kesatuan diantaragya:.°

Adalah pem f n kata yang~iemgandung

at ata
unsur berapa sifat agat | erpi animism,
g& ,v () %

pakan kebudayaan masyarakat

pantangan, ilmu

Biasanya dalm syarakat eS|a tranSaksi itu bersifat
flinai, yaitu prestasi dan kontra ilakukan sekaligus bersama-
, apada waktu itu juga

Dalam masylat di Indonesia JilG
atan hukum itu selalu konkrit (nyata) yaiig

elakukan suatu
ukumnya tidak bisa

Hukum perjanjian adat adalahhukum yang meliputi uraian tentang
hukum perhutangan termasuk soal transaksi tanah dan transaksi-transaksi
yang menyangkut tanah, sepanjang hal itu ada hubungannya dengan masalah

perjanjian menurut hukum adat.Selanjutnya mengenai transaksi menyangkut

18 Hilman Hadikusuma, Hukum Perjanjian Adat, Alumni, Bandung, 1979. HIm 33-39
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bagi hasil tanaman, dan hewan adalah masuk mengenai hal hukum
perhutangan.*’

Berbeda dengan sistem hukum Indonesia mengenai perikatan di
tempat atau tidak tertulis dalam buku Il Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata (KUHPerdata) pada buku ini meyebutkan tentang perikatakan, disini

generik, yakni hukum pew‘18

Dalam penjelasan pexj nj“}” a Iaf%ra seorang [
&\\‘ U//‘b

j lainnya atau dimaﬁ“u ' "Ung nji untuk

berikut, yaitu:*°

1. Ada pihak-pihak, sedikitnya dua orang

" Hilman Hadikusuma. Op.Cit.Hal 70

¥ Ridwan Khairandy.Hukum Kontrak Indonesia Dalam Prespektif Perbandingan. FHUII Press,
Yogyakarta. 2013. Him 1

“lIbid. HIm 2
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2. Ada persetujuan antara pihak pihak itu (konsesus)
3. Ada obyek berupa benda
4. Ada tujuan yang bersifat kebendaan
5. Ada bentuk tertentu, lisan atau tertulis.
Hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah perjanjian itu

menerbitkan perikatan, perjanjiagi®dalah sumber perikatan, disampingnya

dan perikatan) dapat di

lebih sempit karna d“ l‘ﬂ"uk d#
\Q\‘f w“\ <

para pihak,

. /T@ ;
N ’K’- 37 ’
hubuRg¥ Iah|r~1a kehengé

a pihak, dahfsebagai akibat

perbuat sesuatu, untuk

berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”.

2% soedhargo Soimin, Kitab UUHukum Perdata, Sinar Grafik, Jakarta, 1999. HIm 313
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Adapun jenis perjanjian yang dijelaskan dalam beberapa uraian
masing-masing sebagai berikut yaitu:?
1. Perjanjian timbal balik dan sepihak. Pembedaan jenis ini berdasarkan

kewajiban berprestasi. Perjanjian timbale balik adalah perjanjian yang

mewajibkan kedua belah pihak berprestasi secara timbale balik,

. efjanjian bernama dan talw
erjanjian yang suda “'un
perjanjian yang l\{: ﬁu %

sebagai  perjanjiaRspe

“ jumlah

&nukar, pe

Qalam KUMRErdata diatur

anljumlah tertentu.
3. Perjanjian 0B :.

perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban, misalnya dalam

Perjanjian obligator adalah

jual beli, sejak terjadi consensus mengenai benda dan harga, penjual
berhak atas pembayaran harga, pembeli berhak atas benda yang

dibeli. Perjanjian kebendaan merupakan perjanjian terdapat suatu hak

2! Hilman Hadikusuma, Op.Cit. HIm 71
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untuk memindahkan hak milik dalam jual beli, hibah, dalam tukar
menukar. Sedangkan dalam perjanjian lainnya hanya memindahkan
kekuasaan atas benda, misalnya dalam sewa menyewa, pinjam pake,
gadai.

4. Perjanjian konsensual dan real. Perjanjian konsensual adalah

eCapai apabila da tlndakr'ﬂlsam tujuan
-4 \.‘ﬂn.,% 5

ustr

usaha penangkapan atau memeliharaan ikan antara nelayan pemilik dan

nelayan penggarap atau pemilik tambak dan penggarap tambak, menurut
perjanjian yang mana mereka sendiriakan menerima bagian dari hasil
usaha tersebut menurut imbangan yang telah disetujui sebelumnya dalam

perjanjian yang disepakati.
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6. Besarnya Bagian Perjanjian Bagi Hasil
Terdapat pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964
Tentang Bagi Hasil Perikanan disebutkan diantaranya, yaitu?
Ayat (1) : jika suatu usaha perikanan diselenggarakan atas
perjanjian bagi hasil,maka dari usaha itu kepada pihak nelayan penggarap

dan penggrap tambak palingisedikit harus diberikan bagian sebagai

berikut:
[Kafan laut:

Jika dlpergunakan layar : mini 75% (tujuh

puluh Iima

sebagai yang ditetapkan dalam Pasal 4 Ayat (1).

22 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Perikanan
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7. Jangka Waktu Perjanjian Bagi Hasil
Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang
Bagi Hasil Perikanan ditegaskan bahwa:?
Ayat 1 : Perjanjian bagi hasil diadakan untuk paling sedikit 2

musim, yaitu 1 (satu) tahun berturut-turut bagi perikanan laut dan paling

yang lamalah dlutamakan(

%sn tidak

‘%ta enangkap@ny ikan atau

demikian

gfalih kepada

menjadi I endUatap*stanbak_de ghendakinya, berhak
melanjudkan perjanjian bagi hasil yang bersangkutan, dengan hak dan

kewajiban yang sama jangka waktunya berakhir.

2 Risky Muhartono, Dkk. Evaluasi Kebijakan Pengaturan System Bagi Hasil (Kasus Implementasi
Undang-Undang Bagi Hasil (UUBH) No. 16/1964 Pada Perikanan Rumpong Di Kabupaten
Bandung, Bali). Kebijakan Social Ekonomi Kelautan Dan Perikanan. Vol. 2 No. 2 Tahun 2012
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8. BerakhirnyaPerjanjian Bagi Hasil Perikanan
Mengenai berakhirnya perjanjian bagi hasil perikanan karena
berakhirnya jangka waktu perjanjian bagi hasil ataupun karena hal-hal
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun

1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan berikut ini :

a. Atas persetujuan kedua bglah pihak yang bersangkutan.

tambak yang bersangkutan, / ti
yang. Do
sebagaimana semm i

* D Sugiyarto. Analisis Yuridis Tentang Perjanjian Bgi Hasil Tangkapan lkan Nelayan Di

Kecamatan Puger Kabupaten Jember. Digital Repository Universitas Jember



BAB Il
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian Normatif dan Empiris. Penelitin
normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji

ketentuan undang-undang, bahan pustaka, maupun studi dokumen.?

Sedangkan peneliti etode dengan melalukan
penelitian ssung kelapangan guna mefgapatkan kebenaran yang
akurat dalgfpsfroses penyempurnaan skripsi ini.?°

k menjawab perm glam rumusan

aleh, maka penelitian_ini ahan ghggunakan

N

kelompok.?’

%% Soerjono Soekanto Dan Sri Majudji, Penelitian Hukum Empiris Normatif Suatu Tinjauan Singkat,
Raja Grafindo Persaa, Jakarta, 2001. HIm. 13

%6 Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Ull Press, 2008, HIm 5

27 Soerjono Soekanto Dan Sri Majudji, Op,Cit. HIm 24
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B. Metode Pendekatan
Untuk menjawab masalah-masalah dalam penelitian ini, digunakan
pendekatan sebagai berikut:
1. Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach)
Pendekatan  undang-undang  vyaittu  pendekatan  dengan

menggunakan legislasi dan asi, dengan kata lain pendekatan yang

S
terkaid denga penyelesaian pene bagi hasil penangkapan
ikan segafg ompok~ di - Dusun ' Labuhan g, Kecamatan Lape

Kah#ipéten Sumbawa.

1,
efidekatan sosiologi 605-&'\23‘!’!39/ oaﬁ
%, ;

§ 4\._’) N

Pendekatan denya

ald

a&dejala yang

ruhi . terjgdinya aksi

1) Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari
sumber pertama dan utama, yakni masyarakat atau data yang didapat

melalui penelitian lapangan.
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2) Data Sekunder
Data sekunder yakni data yang diperoleh dari studi
kepustakaan, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan,
dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah

yang diteliti. Adapun Bahan hukum yang digunakan dalam tulisan ini

bersumber dari:

Pengumpulan Baha u“lhm n
N\l

Adapun tahapan m gUTYRL D p@nelitian ini

ini adalah

peraturan perundang-undangan seperti:

a)  UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
b)  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1960 Tentang Perjanjian

Bagi Hasil Perikanan.
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2) Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder bersumber dari bahan hukum yang
memberiakan kejelasan bahan hukum primer yang terdiri dari buku-
buku yang membahas tentan penarapan perjanjian bagi hasil.
3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tegSl& bersumber dari bahan hukum yang

tudi Kepustakaan )
Wil
Data keperp& A0

berikut:

a. Data Lapangan/ wawancara
Dengan cara melaukan tanya jawab secara lisan pada responden

atau dengan mewawancarai 4 orang nelayan yang mengadan
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penerapan perjanjian bagi hasil penangkapan ikan di Dusun Labuhan
Terata Desa Labuhan Kuris Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa.
b. Studi dokumen

Dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan,

buku-buku atau literature dan artikel maupun dokumen-dokumen yang

iambi gan mep@glinakan cara

5.
ang mendasar pada hal- hWat umum

udian ditarik



